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PUTUSAN

NOMOR 00/Pdt.G/2017/PA.Dps.
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

tertentu dalam persidangan Mgelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang digjukan oleh :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Jalan pura Demak Nomor 00, Kelurahan /
Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap :

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Pramuka Raya Kav 00,Jakarta Pusat (Hotel
Central), Kota Jakarta, Propinsi DKI jakarta, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelgjari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

Telah menilal alat-alat bukti yang digjukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengagjukan gugatan pada tanggal 09 Januari 2017 yang
terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor
00/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 09 Januari 2017 dengan dalil-dalil gugatan yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kabupaten
Jakartaa Timur, Propinsi DKI Jakarta, pada tanggal 06 Juni 2008, sesuai
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1309/49/V1/2008, tertanggal 06 Juni 2008;
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2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri di Jakarta dan belum dikaruniai
keturunan;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak akhir 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

b. Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti bangsat
,begok dll;

c. Tergugat tidak pernah menghargai penggugat sebagai seorang istri;

d. Tergugat sering memukul dan menganiaya Penggugat;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 2014 yang
lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang;

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas,Penggugat sudah
tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan
Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum
yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara
untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Denpasar;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;
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Demikian atas dikabulkannya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima
kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di
persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan karena setelah
dipanggil oleh pihak jurusita pengadilan setempat sebanyak dua Kali, yaitu
tanggal 2 Pebruai 2017 dan 27 Maret 2017 ke alamat yang diberikan oleh
Penggugat, ternyata Ternyata Tergugat sudah sudah tidak beralamat di tempat
tersebut, dan menurut informasi yang didapatkan oleh pihak Jurusita
pengadilan setempat menyatakan bahwa Tergugat sudah pindah ke Bali tanpa
memberi keterangan alamt yang jelas. Sehingga oleh sebab itu, Penggugat
mohon kepada majlis hakim untuk menggaibkan alamat Tergugat.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan
sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain
sebagal kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relaas Panggilan
melalui Radio Gram RRI Regiona Denpasar tanggal 12 April 2017 dan 12 Mei 2017
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh
karenaitu perkaraini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang
digjukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi
maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan
karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setigp persidangan telah berusaha menasehati
Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan
Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi
melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Mgjelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup
untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat
didengar jawabannya;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti
sebagal berikut :

a 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk sementar atas nama Penggugat
Nomor : 467/X11/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemecutan kelod,
selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokan
dengan adinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta
telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -------

b. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
1309/49/V1/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama K ecamatan
Cakung Jakarta timur tanggal 6Juni 2008, selanjutnya alat bukti berupa foto copy
tersebut oleh Ketua Mgelis dicocokan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan
aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku,
kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah
menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

I. SAKSI PERTAMA, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
wiraswasta, tempat kediaman di Jalan raya Bojong Gede nomor 00 kelurahan
Bojong Gede kecamatan Bojong Gede kabupaten Bogor, yang secara terpisah dan di
bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwasaks sebagai teman dari Penggugat/Tergugat..;
b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan
selama menikah belum dikaruniai anak;

c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
sudah sgjak l;ama, karena mereka sering bertengkar, dan saksi mengetahuinya
sendiri. Bahwa kalau terjadi pertengkaran sering terjadi kekerasan dari Tergugat
terhadap Penggugat. Bahwa Penggugatpun sering mengel uarkan kata-kata kasar dan

tidak senonoh terhadap Tergogat.
d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak tahun
2013 dimana ketika itu terjadi percekcokan antara Penggugat dan Tergugat yang
disertal kekerasan dari Tergugat, sehingga saksi berusaha memisahkannya. -----------
e. Bahwa saks pernah memberi saran/menasehati Penggugat dan Tergugat supaya
rukun kembali namun tidak berhasil;
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f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin
dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik; ------------------

1. SAKSI KEDUA, umur 45 tahun, agama Isam, p[endidikan S2, pekerjaan
wiraswasta, tempat kediaman di Komplek Prins Wood Recidence.00, jalan Karya
bakti.00, kelurahan Keramat Jati, kecamatan Keramat Jati, Jakarta timur, yang
secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwasaks sebaga Kakak kandung Penggugat;

b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan

selama menikah tbelum dikaruniai anak;
c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis,
sgjak tahun 2010 mereka sering tengkar karena masalah ekonomi, karena Tergugat
tidak memberi nafkah kepada Penggugat sebab Tergugat tidak jelas kerjanya
Sedanfkan Penggugat bekerja sebagai pengelola rumah makan milik kakak
Penggugat. Dalam pertengkaran Penggugat sering mengucapkan kata-kata yang
tidak pantas, dan dalam pertengkaran mereka, Tergugat juga melakukan KDRT.

Bahkan pernah sampai divisum.
d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak tahun
2014 sampai sekarang. Sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana alamatnya.-
e. Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan membiarkan
Tergugat mengajukan perceraian, karena melihat kehidupan rumah tangga mereka

yang selalu sgja bertengkar.
f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin

dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik; ------------------

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di
aas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada
pendiriannyaingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak
mengajukan hal-hal lain selain ha tersebut di atas dan mohon perkaranya segera
diputus;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita
acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatelah
terurai di atas,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di
persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan
kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan
Relaas Panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 12 April 2017
dan 12 Me 2017 Bahwa sgak tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama tanpa pamit Penggugat hingga sekarang sudah berpisah selama tiga
tahun dan sdlamaitu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, serta
tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia. Bahwa menurut
relas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkaraini dapat
diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana selaras
dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab Al - Ahkamul Qur'an Juz Il
halaman 405 yang berbunyi artinya:

“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau
mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan
maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasa 4
Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang
Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian daam
persidangan oleh Mgjelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setigp persidangan telah berusaha
menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali
dengan Tergugat namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan aat bukti (P.1)
berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan
pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang digjukan oleh
Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk
mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti
(P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, terbukti pula Penggugat dan Tergugat
sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah
bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka
perkara a quo yang digukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut
Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi
alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan
a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

b. Tergugat tidak jelas pekerjaannya.
c. Tergugat sering melakukan KDRT dalam pertengkaran yang terjadi antara

Penggugat dan Tergugat.

d. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh pada Tergugat kalau
terjadi pertengkaran di antara mereka.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saks
keluarga yang masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA yang
telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah
dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan
Penggugat.
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Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi
Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam
pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai
berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkan kepada Penggugat.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus,
bahkan sampai terjadi KDRT.

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat segjak tahun 2014 dan tidak
pernah kembali lagi, serta tidak pernah memberi khabar lagi apalagi memberi nafkah
kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari faktafakta yang diuraikan diatas Magjelis Hakim
berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada
puncak perselisihan dan percekcokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah
pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak
tiga tahun yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri
harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat
dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat
selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-
tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya
sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang dihadrapkan dalam pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan
Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

”Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan

dijadikanNya diantara kamu rasa kash dan sayang, sesungguhnya yang demikian
itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;

maka agar Penggugat dan Tergugat tidak lagi melanggar norma agama dan norma

hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu aternatif terbaik untuk
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menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar keduanya
terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta
didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saks
Penggugat, maka Magjelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang
ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terbukti dan
cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “: “Salah
satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin
pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuanya”
yang merupakan salah satu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan
perdamaian bailk oleh Mgelis Hakim maupun saksi-saksi Penggugat, namun tidak
berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasa 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup
beralasan untuk dikabulkan, hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam
dalam kitab Ghoyatul Marom yang artinya:

”Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim
menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.
pasa 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Maelis Hakim memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan
satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai
kepada Pegawa Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut
dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 20009,
maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana
jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang
berkaitan dengan perkaraini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir
di persidangan;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu balin shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pegjabat yang
ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum
tetap tanpa bermeteral kepada Pegawal Pencatat Nikah yang wilayahnya melipuiti
tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk
dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuat daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
RP.841.000,-(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Magjelis Hakim
Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tangga 14 Agustus 2017 Masehi
bertepatan dengan tanggal 21 Zul Qaidah Hijriyah oleh kami Drs. H. M. ISHAQ. MH.,
sebaga Ketua Magjelis, Drs. H. LALU MOH. ALWI . dan Drs. H. DARSANI. masing-
masing sebagal Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua
Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggoat dan dibantu oleh MUJTAHIDIN. SH. sebagal Penitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;
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KETUA MAJELIS,
ttd

Drs. H.M.ISHAQ. MH.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H.LALUMOH. ALWI . Drs. H. DARSANI.

Perincian Biaya Perkara
1. Biaya Pendaftaran

2. Biaya Proses

3, Biaya Panggilan

4. Redaksi

5. Materai

Jumlah
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PANITERA PENGGANTI,
ttd

MUJTAHIDIN. SH.

:Rp. 30.000,-

- Rp. 50.000;-

: Rp. 670.000,-

:Rp.  5.000,-

:Rp.  6.000,-

: Rp. 841.000,-(Delapan ratus empat puluh satu ribu
rupiah).
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